LAYANAN KTP BERPOTENSI MALAADMINISTRASI
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Samarinda-Risiko lonjakan peduduk di Kota Samarinda dan Balikpapan jadi perhatian Ombudsdman Rl Perwakilan
Kaltim setelah provinsi ini dipilih jadi lokasi ibu kota negara (IKN) baru. Dari Hasil Kajian Ombudsman, urusan dasar
pelayanan negara terkait KTP-elektronik menemui sejumlah masalah. Ada empat daerah yang jadi bahan kajian
Ombudsman RI perwakilan Kaltim. Darah tersebut adalah Balikpapan, Samarinda, Penajam Paser Utara (PPU), dan
Kutai Kartanegara (Kukar).

Kepala Keasistenan Pengaduan Masyarakat Rl Kaltim Ria Maya Sari mengatakan, penambahan penduduk pendatang
dan penduduk nonpermanen di Balikpapan dan Samarinda cukup signifikan sehubungan dengan rencana pemindahan
IKN. "Ombudsman juga mendapati bahwa di Balikpapan, Kukar, dan PPU belum ada peraturan kepala daerah yang
mengatur pelaksanaan pendataan penduduk nonpermanen. Sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 21 Ayat 1
Permendagri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Nonpermanen, "terangnya kemarin.

Lanjut dia, hanya Samarinda yang sudah melaksanakan pendataan penduduk Nonpermanen sebagaimana diatur dalam
Perwali Samarinda Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pelakasanaan Pendataan Penduduk Nonpermanen. Ombudsman
menyarankan perlunya peraturan di tingkat daerah terkait hal itu guna mengantisipasi peningkatan jumlah penduduk
drastis seiring berjalannya rencana pemindahan IKN.

Ombudsman RI Kaltim juga menyampaikan saran perbaikan. Antara lain, perlunya Disdukcapil menjaga konsistensi dan
menghindari potensi malaadiminstrasi terkait ketersediaan blangko KTP-elektronik yang sudah memadai. Serta
mengadakan koordinasi secara rutin dengan penyelenggara pelayanan publik lain guna mengantisipasi potensi masalah
terkait pemanfaatan data administrasi kependudukan. Apalagi disisi lain, penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di
unit penyelenggara pelayanan publik belum optimal.

Menurut Ria, saat ini banyak peyanan publik yang belum memiliki KTP Scanner. Jadi, alih-alih KTP elektronik membuat
urusan dokumen bebas kertas, nyatanya urusan di pemerintahan juga masih memerlukan fotokopi KTP. "Masih jadi
kendala di layanan publik. Idealnya tidak perlu lagi fotokopi asalkan semua penyelenggara publik punya KTP Scanner.
Kami juga mendiri agar penyelenggara publik untuk hal ini," kata Kepala Perwakilan RI Kaltim Kusharyanto. meskipun
sebelumnya masalah yang mengemuka adala KTP elektronik yang tak bisa dicetak karena kehabisan blangko,
Ombudsman menemukan bahwa ketersediaan blangko KTP-el tidak lagi menjado masalah yang berarti dalam
penyelenggaraan adminisrasi kependudukan dan untuk 2021.

Ketersedaian blangko tersebut dijamin oleh Dirjen Kependudukan Kementrian Dalam Negeri RI. Kemudian,
masing-masing Disdukcapil juga telah melaksanakan berbagai inovasi pelayanan untuk memudahkan masyarakat
mengakses administrasi kependudukan. Di antaranya, pelayanan jemput bola, perekaman yang dilaksanakan hingga
tingkat kecamatan, serta distribusi KTP-el secara kolektif. Nah, terkait layanan jemput bola tersebut ada risiko
malaadiminstrasi. ketika harga yang ditentukan tidak sesuai dan tidak diatur jelas. Selain itu, perlu pelibatan masyarakat
untuk menentukan kebijakan ini.

"Standar pelayanan harus dilakukan partisipatif. Bisa ditentukan ring 1 ring 2, ring 3 untuk rujukan biaya kirim. Di sisi lain,
masyarakat juga tetap bisa memilih, mau ambil langsung atau dikirimkan," imbuhnya. Di sisi lain, penyediaan layanan
jemput bola juga mesti ada beberapa kasus khusus. Misalnya, bagi para penyandang disabilitas, kantor pusat jauh dari
permukiman, dan sebagainya. Kusharyanto mengungkapkan, idealnya masyarakat bebas mengadu ketika pelayanan
publik tidak ideal. Meski begitu, tak sedikit masyarakat yang takut jika mereka mengadu di media sosial. Sebab, takut
terjerat Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Karena itu, dia menyebut bahwa Ombudsman sangat
terbuka bagi masyarakat yang hendak mengadu.



Apalagi, hasil temuan Ombudsman masih banyak aspek yang belum dipenuhi unit penyelenggara pelayanan/OPD dalam
hal pengelolaan pengaduan pelayanan publik. Terutama di aspek ketersediaan sarana, prasarana dan mekanisme bagi
masyarakat yang melakukan pengaduan secara langsung. Untuk itu, Ombudsman menyampaikan saran perbaikan
kepada OPD/Pemda untuk melengkapi sarana-prasarana. Serta Aspek lainnya terkait pengelolaan pengaduan. Agar
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyediakan mekanisme dengar pendapat secara terpisah.

Apalagi urusan pengelolaan pengaduan di OPD sudah diatur dalam peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang
pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.(nyc/riz/k16)
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